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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa: 

1. Analisis hukum terhadap tanggung jawab penyedia jasa dalam 

pelaksanaan kontrak konstruksi merupakan tanggung jawab yang 

diwujudkan dalam bentuk pemenuhan kewajiban yang dilakukan baik oleh 

pengguna jasa maupun penyedia jasa. Tanggung jawab hukum di dasarkan 

atas dua yakni tanggung jawab hukum atas dasar wanprestasi, dan 

tanggung jawab hukum yang berdasarkan atas perbuatan melawan hukum. 

2. Akibat hukum adanya wanprestasi dari pelaksanaan kontrak konstruksi 

yaitu timbulnya hak dan kewajiban diantara para pihak. Oleh karena pihak 

yang dirugikan akibat wanprestasi tersebut harus menanggung akibat dari 

tuntutan pihak lawan yang dapat berupa dicairkannya uang jaminan 

pelaksanaan (sebesar lima persen dari nilai kontrak) untuk diserahkan 

kepada pengguna barang/jasa, dilunasinya sisa uang muka oleh penyedia 

barang/jasa, membayar denda dan ganti rugi kepada negara, serta 

pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu. 

5.2 Saran 

 Sebagai saran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dinas PU & Kimpraswil Kota Gorontalo dalam menangani pekerjaan 

proyek konstruksi seharusnya lebih memperhatikan dan mendisiplinkan 
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pihak perusahaan (kontraktor) terutama dalam hal perjanjian kontrak di 

antara kedua pihak agar ke depan nanti tidak akan menimbulkan hal-hal 

yang tidak di inginkan. 

2. Dinas PU & Kimpraswil Kota Gorontalo selain memperhatikan dan 

mendisiplinkan pihak perusahaan (kontraktor) juga harus lebih teliti dan 

tegas dalam mengawasi jalannya pekerjaan proyek konstruksi agar 

pembangunan dapat berjalan lancar sesuai dengan kontrak yang telah 

disepakati bersama. 
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